
KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUMBAWA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT

NOMOR 17 TAHUN 2026

TENTANG

STRUKTUR PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

Menimbang

Mengingat

bahwa untuk melaksanalan ketentuan Pasal 1 1 Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 22 Tahwn 2023 terrteng Pengelolaan dan

Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihal

Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota, perlu

menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat dengan Keputusan

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat;

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2OO8 tentang Keterbukaan

Informasi Publik (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8

Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

48461:'

2. Undang-Undang Nomor l Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2014 tentang

Pemilihan Gubemur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2O2O tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2O2O tentang

Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapaa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

Menjadi Undang-Undang Menjadi Uddang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2O20 Nomor 193, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2O17 tentang Pemilihan Umum
(Lembaraa Negara Republik Indonesia Tahun 2O17 Nomor 182,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61O9)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun

2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

SALINAN



Undang Nomor 1 lahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi

Undang-Undang (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O23

Nomor 54, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6863);

4. Undang-Undang Nomor 27 Tehun 2022 tentang Perlindungan Data

Pribadi (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor

196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2O1O tentang Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O1O

Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Namor

51a9);

6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar

Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan

Umum dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 189);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8

Tahun 2O19 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2O19 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Nomor 12 Teh:urr 2023 tentang Perubahan Kelima Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang

Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan

Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O23

Nomor 377);

8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2O2l ter.talrg Standa-r

Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2021 Nomor 741);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang

Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemiliharr

Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2024 Nomor 870) sebagaimana tela.L diubah terakhir dengan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang

Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22

Tahun 2O23 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di

Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihaa Umum Provinsi, dan



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM

N SUMBAWA

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125);

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA

BARAT TENTANG STRUKTUR PENGELOLA INFORMASI DAN

DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA

BARAT.

Menetapkan Strulrtur Pengelola lnformasi dan Dokumentasi Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat adalah sebagai berikut:

a. Pembina PPID, adalah Ketua dan Anggota KPU Kabupaten

Sumbawa Barat;

b. Atasan PPID, adalah Sekretaris KPU Kabupaten Sumbawa Barat;

c. tim pertimbangan, adalah Anggota divisi Sosialisasi, Pendidikan

Pemilih dan Partisipasi Masyarakat; Sekretaris, dan Kepala sub

bagian yang membidangi partisipasi dan hubungan masyarakat

KPU Kabupaten Sumbawa Barat;

d. PPID, adalah pejabat pengav/as yang membidangi partisipasi dan

hubungan masya-rakat KPU Kabupaten Sumbawa Barat;

e. PPID Pelaksana, adalah pejabat pengawas KPU Kabupaten

Sumbawa Barat; dan

f. petugas pelayanan informasi, adalah pelaksana pada KPU

Kabupaten Sumbawa Barat

Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud da-lam

Diktum KESATU mempunyai Ttrgas dan Wewenang sebagaimana

diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 10 Peraturan Komisi

Pernilihan Umum Nomor 22 Tahtn 2023 tentang Pengelolaan dan

Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota, beserta perubahannya.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Taliwang
Pada tanggal, 5 Jatuai 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,
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Teknis Pen Pemilu

HERMAN JAYADI

.\


